
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 22 TAHUN 2O2I

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 42 TAHUN

2014 TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DAN DEWAN

PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PROVINSI,

KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN PROVINSI

SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat {21 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018

tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 46 Tahun 2AL9 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2Ol8

tentang Kewaspadaan Dini di Daerah menyatakan bahwa

pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah

Daerah;

bahwa Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 42

Tahun 2Ol4 sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2018

tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018

tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sehingga perlu

dicabuU

b.



c.
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur

Sumatera Utara Nomor 42 Tahun 2Ol4 tentang Forum

Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi,

Kabupatenf Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Provinsi

Sumatera Utara;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Oll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2All Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

523fl;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036\,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Mengingat : 1.

2.

3.

4.
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2OlB tentang Kewaspadaan Dini di Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2Ol9

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 2 Tahun 2OL8 tentang Kewaspadaan Dini di

Daerah;

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2Ol7 tentang

Susunan Organisasi, T\rgas, Fungsi, Uraian Tugas dan

Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 42

TAHUN 2AI4 TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI

MASYARAKAT DAN DEWAN PENASEHAT FORUM

KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PROVINSI,

KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

Pasal 1

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 42 Ta};run 2Ol4

tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan

Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi,

KabupatenfKota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Provinsi

Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2014 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 12 November 2O2l

GUBERNUR SUMATERA UTARA

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan

pada tanggal 1 Desember 2A21

PJ.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

AFIFI LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2O2I NOMOR 22

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 1q710413 199603 L 002


